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Abstrak : Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama,
Bagaimanakonstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil
menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Bagaimana
Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong.
Ketiga, Bagaimana presfektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku
hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan
dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dimana data-
data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei
di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Pertama, Pelaku zina cuci
kampung. Kedua, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. Ketiga, siri
sesagen berbuah. Keempat, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. Kelima,
tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di
Kabupaten Rejang Lebong bahwa pertama, Belum masuk dalam hukum Islam
bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, sanksi keduri menyampaikan
keleluhur harus dihilangkan dan didihapus. Ketiga, sanksi hanya diberlakukan
dengan cuci kampung. Keempat, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100
kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak
100 lidi dengan pukulan 18 kali. Kelima, kemaslahatan dan kemanfaatannya
diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera.

Kata kunci: Sanksi Adat, Pelaku hamil diluar nikah, Perspektif Hukum Islam

Abstract : In this study, there are several problems first, How is the
construction of the determination of Customary sanctions for adulterers who
are pregnant according to Islamic law in Rejang Lebong Regency. Second,
how the implementation of traditional sanctions for pregnant actors in Rejang
Lebong Regency. Third, what is the perspective of Islamic law on customary
sanctions for pregnant women out of wedlock in Rejang Lebong Regency. The
method used in this research is field research where data has been collected
through interviews, observations, and documentation. The results of this
study indicate that the sanctions imposed by the customary leader / kutei in
Rejang Lebong Regency are as follows: First, the perpetrators of adultery
washing the village. Second, Adulterers are fined for 6 Real to 12 Real. Third,
series of sesagen bears fruit. Fourth, Adulterers were beaten with 100 sticks.
Fifth, setawar flour. In the perspective of Islamic law against customary
sanctions in the Regency of Rejang Lebong that first, Not yet included in
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Islamic law is contrary to Islamic law. Secondly, sanctions imposed on the
ancestors must be removed and boiled down. Third, sanctions are only applied
by washing the village. Fourth, sanctions which in Islam are stoned/ beaten
100 times, while customary laws have philosophical meaning only beaten 100
sticks with a blow 18 times. Fifth, the benefit and usefulness of the sanction is
not applied, because there is no deterrent effect.

Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of pregnancy outside marriage,

Islamic Law Perspective

dirajam bagi yang sudah atau sedang
dalam  pernikahan. = Menerapkan
hukuman ini dengan tujuan untuk
menciptakan ketentraman individu
dan masyarakat serta mencegah
perbuatan-perbuatan yang bisa
menimbulkan  kerugian  terhadap
anggota masyarakat, baik yang
berkenaan dengan jiwa, harta maupun
kehormatan.?

Pelarangan berbuat zinah
terdapat dalam al-Quran surat an-
Nur:24 yakni:

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-
laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus
dali dera, dan janganlah Dbelas
kasihan kepada keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada
Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman". (An-
Nur (24): 2)

Dan dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan ‘Ubadah bin al-
Shamit Rasulullah Saw. Pernah
bersabda:

Artinya:

3Makhrus Munajat, Dekonstruksi
Hukum Pidana Islam, (Jogjarta: logung
Pustaka, 2004), h. 52

Pendahuluan

Hukum secara sederhana
dapat dimaknai sebagai seperangkat
peraturan tentang tingkah laku
manusia yang diakui sekelompok
masyarakat, disusun oleh orang-orang
yang  diberi  wewenang  oleh
masyarakat, berlaku dan mengikat
untuk  seluruh  anggotanya. Bila
“pengertian hukum” tersebut
dihubungkan kepada “Islam” atau
“Syara”, maka “Hukum Islam” akan
berarti: Seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah
Rasul tentang tingkah laku manusia
mukallaf yang diakui dan diyakini
mengikat untuk semua yang beragama
Islam." Salah satu perbuatan hukum
yang berkenaan dengan perilaku
mukallaf adalah aturan tentang hamil
diluar nikah, banyak yang berpendapat
bahwa  perbuatan zina  dapat
mengakibatkan kerusakan dan
kehancuran  peradaban  manusia,
menularkan penyakit-penyakit yang
sangat berbahaya, mendorong orang
terus menerus hidup membujang
kemelaratan dan pemborosan.’

Pelaku zina, dalam hukum
Islam ada sanksi hukumannya yakni:
100 jilid bagi yang belum menikah dan

'Naskur, Hukum Islam dan Pranata
Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash),
(Jurnal Al-Syir’ah Vol. 1 No. 2 Juli-Desember
2003), h. 2-3

? Syayid Sabig, Figih Sunnah Jilid 9,
(Bandung: PT Alma'rif, 1984), h. 89
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ketetanggaan. Persidangan
biasanya dilakukan bukan untuk
mewujudkan  suatu  keputusan
melainkan untuk mencari jalan
penyelesaian sepakat. Apabila para
pihak dapat menerima
penyelesaian yang disetujui
bersama maka itu pulalah yang
menjadi putusannya. Untuk itu
penulisan  ini yang  dibahas
mengenai konstruksi penetapan
sanksi Adat bagi pelaku zina yang

hamil menurut hukum Islam di

Kabupaten Rejang Lebong,

Pelaksanaan sanksi Adat bagi

pelaku hamil diluar nikah di

Kabupaten Rejang Lebong, dan

perspektif hukum Islam terhadap

sanksi adat bagi pelaku hamil diluar
nikah di Kabupaten Rejang Lebong.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakonstruksi
penetapan sanksi Adat bagi
pelaku zina yang hamil menurut
hukum Islam di Kabupaten
Rejang Lebong?

2. Bagaimana Pelaksanaan sanksi
Adat bagi pelaku hamil diluar
nikah di Kabupaten Rejang
Lebong?

3. Bagaimana perspektif hukum
Islam terhadap sanksi adat bagi
pelaku hamil diluar nikah di
Kabupaten Rejang Lebong ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konstruksi
penetapan sanksi Adat bagi
pelaku zina yang hamil
menurut hukum Islam di
Kabupaten Rejang Lebong.

2.  Untuk mendeskripsikan
pelaksanaan sanksi Adat bagi

Dari ,,Ubadah bin al-Shamit ia
berkata: Rasulullah Saw., bersabda:
“Ambillah dari diriku, ambillah dari
diriku, sesungguhnya Allah telah
memberi jalan keluar (hukuman)
untuk mereka (pezina). Jejaka dan
perawan yang berzina hukumannya
didera seratus kali dan pengasingan
selama satu tahun, sedangkan duda
dan janda yang berzina hukumannya
didera seratus kali dan
dirajam”.(HR. Muslim).*

Di Indonesia sendiri pelaku
zina  hukumannya  merupakan
adanya delik aduan dari pihak yang
merasa dirugikan. Delik aduan itu
dapat di proses jika ada yang
merasa dirugikan dan
mengadukannya kepihak berwajib.
Sedangkan di kabupaten Rejang
Lebong Bengkulu dalam Adat
Rejang. Pelaku zina khusunya bagi
yang hamil diberi sanksi baik yang
menghamili (laki-laki) ataupun yang
hamil (wanita), maka ada aturanya
berupa peraturan dalam adat
Rejang yang disebutkan dengan
sanksi adat, maka dengan adanya
aturan adat ini menggantikan
kekosongan hukum yang ada.

Didalam peradilan adat,
para hakim adat tidak terikat pada
suatu peraturan perundang-
undangan dalam melaksanakan
peradilan tersebut, dimana cara
pelaksanaannya adalah dengan
cara musyawarah dan mufakat atas
dasar kekeluargaan dan kerukunan
kekerabatan  atau  kerukunan

*Rokhmadi, Hukuman Rajam Bagi
Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana
Islam, (Jurnal at-Tagaddum:Volume 7,
Nomor 2, November 2015), h. 312
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5) Tepung setawar, cuci Dusun®

Dapat dijelaskan peraturan
atau kontruksi sanksi-sanksi pelaku
hamil diatas yaitu sebagai berikut :
1) 1 Ekor kambing dan punjung

mentah

Tujuan dari memotong
kambing ini sendiri, bentuk dari
sedekah, seekor kambing
disamakan dengan bentuk agiqah
kerena yang bernazar atau
agiqahnya vyaitu kambing artinya
membersihkan diri, kalau dalam
sanksi hamil diluar nikah ini untuk
membersihkan diri pelaku atas
kesalahan pelanggaran mereka
yang dilakukan.Kemudian punjung
mentah sendiri permohonan maaf
pelaku laki-laki yang memnghamili
dan wanita yang hamil yang
diserahkan oleh wakil dari keluarga
pelaku kepada ketua adat/kutei,
pemerintahan desa, toko agama,
atas perbuatan yang dilakukan
pelaku yang memalukan keluarga
yang disaksikan seluruh
masyarakat.’
2) Denda kutei 6 Rial s/d 12 Rial

Denda yang dilakukan
pelaku ini 6 s/d 12 Rial yang
dimaksud disini adalah bisa berupa
beras 1 kaleng atau seharga dengan
beras 1 kalengnya mencapai 300 rb
sekalengnya maka dihargai seharga
beras  tersebut. Denda ini
diserahkan kepada ketua kutei,
kemudian pemerintahan, denda ini

®Badan Musyawarah Adat Rejang
Lebong, Lepeak Hukum Adat Jang
Kabupaten Rejang Lebong, h. 58

’Samsir, Anggota BMA Desa
Bangun Jaya Kec. Bermani Ulu Raya
(Wawancara Jum'at 5 Agustus 2019)

pelaku hamil diluar nikah di
Kabupaten Rejang Lebong.

3. Untuk menganalisis presfektif
hukum Islam terhadap sanksi
adat bagi pelaku hamil diluar
nikah di di Kabupaten Rejang
Lebong.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini
menggunakan jenis penelitian field
research  (penelitian  lapangan)
dengan memakai metode deskriptif
kualitatif, yaitu suatu proses
penelitian yang menghasilkan data
deskriptif baik berupa tulisan atau
ungkapan yang diperoleh langsung

dari lapangan atau  wilayah
penelitian.> Pendekatan dalam
penelitian ini menggunakan
beberapa  pendekatan, vyaitu:
pendekatan Normatif, pendekatan
filosifis.

Pembahasan

A. Peraturan atau Konstruksi Adat
Mengenai Sanksi Pelaku Hamil
diluar nikah di Kabupaten
Rejang Lebong

Sanksi  hukum  berzina

(Menga'em) sampai melahirkan

anak yaitu: Ini namanya memasang

pesabet ditengah Dusun dan apa
bila habis melahirkan ini kena
sanksi kutei.

1) 1 Ekor kambing dan punjung

mentah

2) Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria

3) Sirih sesanggen berbuah

4) Lidi kelapa hijau 100 buah dan

gemuk manis, asam garam

5

Komaruddin. Ensiklopedi.

(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 55
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membenci , dan kesal terhadap

pelaku, maka dengan tepung

setawar inila didinginkan agar hal
yang tidak disukai oleh masyarakat
menjadi baik lagi."

B. Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi
Pelaku Hamil Diluar Nikah Di
Kabupaten Rejang Lebong

1. Satu ekor kambing dan
punjung mentah

Terkait dengan masalah ini
wawancara dengan juru bekulo
yang Dbekerja di kantor Adat
Kabupaten Rejang Lebong beliau
mengatakan bahwa:

"Proses penyelesaian dalam
sanksi hamil diluar nikah ini adalah
dengan adanya pengaduan dari
masyarakat terlebih dahulu kepada
BMA atau ketua RT. Pengaduan
tersebut tidak bisa langsung
diterima tetapi harus disertai bukti
dengan mencari data  atau
informasi  tentang  pernikahan
mereka. Setelah terbukti maka
kedua belah pihak akan dipanggil
kemudian disidangkan di kantor
lurah dengan dihadiri kepala desa,
ketua BMA, dan jenang Kkutei.
Setelah disidang maka dikenakan
sanksi."

"Diberlakukan  sanksi ini
dengan adanya pengaduan ada
juga dengan diberlakukan sanksi
tersebut adanya pengakuan kedua
belah pihak atau keluarganya,
bahwa ia telah  melakukan

'® Samiluddin, Ketua BMA Bangun
Jaya Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
Jum'at 05 Agustus 2019)

""M. Safri, Juru Bekulo Kabupaten
Rejang Lebong (Wawancara senen o1 Juli

2019)

juga tidak boleh dibagikan atau
dimakan oleh ketua kutei atau
pemerintahan desa, tetapi hanya
disimpan di tempat penyompanan
kas.
3) Siri sesagen berbuah

Dalam hal ini yang maksud
dengan siri sesagen berbuah ini
yaitu dalam satu tempat atau kotak
yang berisi adanya daun siri (iben),
uang, dan rokok, sedangkan yang
dimaksud dengan buah ini adalah
uang.®
4) Lidih  kelapa  hijau 100

buah+gemuk manis, asam
garam

Ini hukuman semapah desa
yang lidi kelapa hijau yang
dikumpulkan menjadi 100 lidi,
hanya 1 kali pukulan dengan
dipukulnya belakang pelaku tanpa
dilihat oleh pelaku sendiri. Makna

hukuman tersendiri untuk
memalukan pelaku agar jera atas
perbuatan tersebut, yang

disamakan juga maknanya dengan
hukum Islam dirajam 100 kali.’
5) Tepung setawar, cuci Dusun
Tepung setawar ini yang
berisi beras, air, daun sergayau,
daun serdingin, jika untuk mencuci
dusun maka airnya digantikan
dengan darah kambing.
Manfaatnya sendiri adanya tepung
setawar ini untuk mendinginkan
tempat/desa tersebut yang
awalnya  orang  mencemooh,

SAtul Basri, Ketua BMA Bandung
Marga Kec. Bermani Ulu Raya,
(Wawancara kamis Juni 2019)

Mabrul  Syah, Ketua MUI
Kabupaten Rejang Lebong, (Wawancara
Jum'at 5 Juli 2019)
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melakukan kesalahan, apabila tidak
diberlakukan maka akan terjadi hal-
hal yang celaka, dizaman dahulu
kalau tidak diberlakukan sanksi
tersebut terdapat harimau yang
datang, terjadi kecelakan dan bisa
menjadi keadaannya sial, maka
masyarakat tersebut juga pecaya
jika tidak diberlakukan akan terjadi
hal-hal yang sial didesa tersebut"."”
"Diberlakukan sanksi
tersebut intinya agar masyarakat
tidak melakukan zina dan juga ada
efek jera terhadap pelaku, keluarga
dan masyarakat tersebut. Agar
pelaku dan masyarakatnya tobat
dan mengakui kesalahannya dan
merasa malu melakukan hamil
diluar nikah tersebut. Serta sanksi
ini dilaksanakan secara tegas oleh
pemuka adat dan pemeritahan
desa tersebut.™
2. Denda Kutei 6 Ria s/d 12 Ria
Wawancara dengan ketua
BMA bahwa "denda disini 1 Realnya
uang 300 rb atau bisa digantikan
dengan beras, kalau dijumlahkan 6
Real menjadi Rp. 1.800.000 pelaku
dan keluarga menyerahkan kepada
ketua adat/kutei kemudian uang
tersebut dibagikan sama rata
antara ketua/adat atau BMA dan
pemerintahan kepala desa, yang
uangnya nanti disimpan ke uang
kas masing-masing.”

Bahri Ruddin, Ketua BMA Pagar
Gunung, Kec. Bermani Ulu Raya,
(Wawancara selasa 2 Juli 2019)

“Atul Basri, Ketua BMA Bandung
Marga Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
kamis 27 juni 2019)

Sarbani, Ketua BMA Dataran
Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
kamis 27 juni 2019)

perzinahan dan pengakuan
tersebut dilakukan setelah menikah
ia hamil, untuk diberlakukan
sanksinya sendiri adanya

pengakuan ketika hamil bukan
setelah dia melahirkan, jadi setelah
anaknya lahir nanti tidak
diberlakukan lagi sanksi adat
tersebut, berupa cuci kampung
dengan memotong kambing serta
melakukan menepung matathari
n 12

Kemudian dipotong
kambingnya oleh tokoh agama
yang dilakukan oleh Imam atau
Khatib, setelah itu dagingnya
dimasakan oleh keluarga pelaku,
untuk darah kambingnya sendiri
diambil kemudian disimpan proses
sanksi selanjutnya nanti. Terkait
dengan sanksi keduri memotong
kambing dengan menepung
matahari dan  menyampaikan
kepada leluhur diatas, wawancara
dengan ketua BMA Pagar Gunung
Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten
Rejang Lebong menyatakan bahwa:

"Menyampaikan keleluhur
pada saat matahri terbit baik dari
pagi atau siank dengan
disampaikan kepada orang-orang-
orang  dahulu  yang  sudah
meninggal, kepada orang vyang
mendirikan desa tersebut, nenek
moyang mereka, muning, diwo 7
zaman kerajaan, wali 9 (wali
songo). Untuk sanksi  yang
diberlakukan bahwa
menyampaikan maaf diberlakukan
sanksi hamil diluar nikah ini, bahwa

“Ridwan, Ketua BMA Desa Sentral
Baru Kecamatan Bermani Ulu (Wawancara
selasa 2 Juli2019
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setawar, yang dilakukan cuci
kampung/dusun ini oleh pelaku
yang diikuti oleh ketua adat/kutei,
dipercikkan kerumah ketua
adat/kutei, toko pemerintahan,
toko agama. Tapi dalam prakteknya
untuk dipercikan dara kambing
yang telah ditentukan kesiapa saja
harus dipercikan sekarang tidak
dipakai lagi, tetapi sekarang hanya
dipakai  dipercikkan  sepanjang
dusun saja dengan memakai motor
yang tidak diikuti ketua adat/kutei,
tidak dipercikan kerumah kepada
ketua kutei, pemerintahan, toko
agama.”

C. Perspektif hukum Islam
terhadap sanksi adat bagi
pelaku hamil diluar nikah di
Kabupaten Rejang Lebong.

Hukuman  bagi  pezina
berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat

2 dan hadits di atas dapat dirinci

menjadi dua bagian sebagai

berikut:

1. Di derafjilid seratus kali dan
pengasingan selama satu tahun
bagi pezina yang belum
berkeluarga (ghair muhshan);

2. Diragjam bagi yang sudah
berkeluarga  (muhshan) di
samping didera seratus kali."

Para ulama sepakat bahwa
hukuman atas perzinahan yang
dilakukan oleh orang yang menikah

7' Sarbani, Ketua BMA Dataran
Tapus Kec. Bermani Ulu Raya (Wawancara
Kamis 27 Juni 2019)

®lshak, Analisis Hukum Islam
Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,
(Kanun Jurnal llmu Hukum No. 56, Th. XIV,
April, 2012), h, 171-172

3. Sirih sesanggen berbuah
Mengenai  sirih  sesagen
berbuah ini yang diataranya
terdapat adanya daun siri (iben),
uang, rokok, yang disiapkan oleh
pelaku untuk pelaksanaan sanksi
selanjutnya.Serta dilakukannya
penyerahan siri sesagen berbuah ini
yang diwakilkan oleh keluarga
pelaku ditempat kediaman pelaku.
Kemudian setelah itu uangnya
diserahkan kepada ketua
kutei/adat, rajo (kades) dibagi juga
sama rata, setelah itu daun sirinya
dan kotak/tempatnya (selepeak
odot) itu dikembalikan dimana
tempat wanita itu tinggal.
4. Lidi kelapa hijau 100 buah dan
gemuk manis, asam garam
Kemudian wawancara
dengan ketua BMA lainnya tidak
ada perbedaan atas sanksi ini
bahwa diberlakukan sanksi dengan
100 lidi yang dilakukan oleh ketua
adat/kutei, toko agama,
pemerintahan, dan keluarga, untuk
melangsungkan sanksi ini dipukul
sebanyak 1 kali dengan dipukulnya
belakang pelaku yang tidak dilihat
oleh pelaku, serta pemukulan
hanya sedikit saja tidak keras
seperti dicambuk.
5. Tepung setawar, cuci Dusun
Tepung setawar ini adanya
beras, darah kambing, daun
sergayu, daun serdingin.Cuci dusun
yang dipakaikan dengan adanya
darah  kambing yang sudah
dikumpulkan menjadi satu bagian-
bagian yang ada dalam tepung

®Jamaluddin, Khatib Desa Duku
lir Kec. Curup Timur (Wawancara Jum'at 5
Agustus 2019)
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dengan  tidak  menyampaikan
kepada leluhur, karena telah
datangnya agama Islam, maka yang
berbaur syirik dihilangkan,
kemudian dalam 'urfnya menjadi
'urf shahih yang tidak bertentangan
dengan Islam, kalau hal berabaur
syirik dihapuskan oleh adat Rejang,
maka sanksi adatnya dapat
dijadikan  dasar hukum dan
sanksinya bisa diterapkan dalan
adat Rejang. Selanjutnya sanksi lidi
kelapa hijau 100 buah dalam makna
filosofinya maka dkaitkan atau
dimaknai dengan sanksi hukuman
dalam Islam yaitu dirajam 100 kali
dalam adat Rejang menjadi 100 lidi.
Kesimpulan

Konstruksi penetapan
sanksi Adat bagi pelaku zina yang
hamil Jelas berbeda dengan hukum
Islam, sanksi yang ada untuk
menggantikan kekosongan hukum
yang ada disebabkan hukum
positip bisa dipakai adanya delik
aduan, tanpa adanya pengaduan
maka  tidak  bisa  diproses,
sedangkan kekosongan tersebut
digantikan dengan hukum adat.
Pelaksanaan sanksi Adat bagi
pelaku zina yang hamil Belum
masuk dalam kategori Islam. Sanksi
yang diberlakukan menyampaikan
keluluhur bahwa dalam Islam
dikatakan syirik, maka hukumnya
berdosa haram dilakukan. Dalam
penetapan hukum Islam disebutkan
dengan urffasid karena
bertentangan dengan al-Qur'an dan
hukum Islam.

Dalam prespektif hukum
Islam tehadap sanksi hamil diluar
nikah berbeda dan bertentangan

adalah cambuk, sementara
penambahan hukum lain selain
cambuk yaitu pengasingan.
Menurut Imam Syafi'i dan ahmad
berpendapat hukuman pelaku zina
dicambuk dan diasingkan selama 1
tahun, Imam Malik perempuan
yang belum menikah statusnya
merdeka hukumannya diasingkan,
Abu Hanifa hukumnya cambuk dan
pengasingan.®

Kemudian dalam hukum
adat di Kabupaten Rejang Lebong
pemberlakuan sanksi Adat bagi
pelaku zina yang hamil untuk
dilaksanakan oleh ketua kutei/adat,
pemerintahan desa yaitu: 1 ekor
kambing+punjung mentah, denda
Kutei 6 Ria s/d 12 Ria, sirih
sesanggen berbuah, lidih kelapa
hijau 100 buah+gemuk manis, asam
garam, tepung setawar, cuci
Dusun.
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